
DLH  Batang  Hari  Tidak
Menerima  Dokumen  AMDAL
Stockpile PT RBE
Batang Hari, Jambi – Viral soal Stockpile Batu Bara milik PT
Rifal  Bara  Energi  di  Desa  Pulau  Kecamatan  Muara  Tembesi,
ternyata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari mengaku
tidak menerima dokumen AMDAL, Selasa (06/01/2026).

Bidang Tata Lingkungan Dinas LH Kabupaten Batang Hari Soni
mengatakan, tidak menerima dokumen AMDAL dari PT RBE.

“Berdasarkan data, AMDAL PT RBE tidak ada,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Tidak ada dokumen AMDAL tentunya tidak ada
laporan  pelaksanaan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan
hidup secara berkala.”

Terkait pernyataan tersebut, disinyalir bahwa kegiatan usaha
Stockpile Batu Bara PT Rifal Bara Energi adalah ilegal dan
berpotensi  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  yang  cukup
serius.

Untuk diketahui, Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam
UU No 4 Tahun 2009:

Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  IUP
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap  orang  atau  pemegang  IUP  Operasi  Produksi  yang
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari
pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
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Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha
pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-
syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun
atau  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta
rupiah).

Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan
Undang-Undang  ini  dan  menyalahgunakan  kewenangannya  diberi
sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menteri,
Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya
berhak  memberikan  sanksi  administratif  kepada  pemegang  IUP
atas  pelanggaran  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  berupa:
peringatan  tertulis,  penghentian  sementara  sebagian  atau
seluruh  kegiatan  eksplorasi  atau  operasi  produksi,  atau
pencabutan IUP

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari
PT RBE. (Red)


